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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi 

standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi, 

karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya 

manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, dimana 

penurunan kemiskinan menandakan adanya pertumbuhan yang adil dan merata. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia adalah 

tingginya ketimpangan antar daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak 

meratanya distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah 

mampu mengelola potensi yang dimiliki. 

Penelitian ini mengambil studi pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang 

berada di peringkat ke 19 sebagai daerah dengan kemiskinan 8,99 persen. Hal ini 

cukup baik karena berada di bawah persentase kemiskinan nasional. Berikut ini 

hasil dari penelitian sesuai dengan data yang telah diolah; 

1. Rasio solvabilitas anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

memperlihatkan nilai yang baik. Hal ini terlihat dari nilai rasio solvabilitas 

anggaran yaitu > 1,0. 

2. Rasio solvabilitas layanan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan nilai yang variatif dan timpang, yaitu wilayah kabupaten 
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dengan rasio rendah sedangkan wilayah kota dengan rasio tinggi. Selain itu, 

rasio solvabilitas layanan juga kurang memadai pada sisi belanja modal 

yang sangat rendah. 

3. Rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan hasil yang sangat rendah karena 23 kabupaten/kota berada 

dibawah 25% sedangkan Kota Makassar menjadi satu-satunya yang 

memiliki kemandirian keuangan dengan klasifikasi rendah yaitu 36,2%. 

4. Indeks rasio solvabilitas anggaran yang baik belum tentu dapat mendukung 

kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat pada rasio solvabilitas 

anggaran yang tinggi tetapi tidak mampu menekan angka kemiskinan. Hal 

ini terjadi pada delapan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan 

rasio solvabilitas anggaran yang rendah belum tentu tidak mampu menekan 

angka kemiskinan contohnya di empat kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

5. Beberapa pemerintah daerah yaitu 62% diantara 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan telah cukup berhasil menekan kemiskinan dengan 

rasio solvabilitas layanan. Sisanya tidak mampu mengoptimalkan angka 

kemiskinan karena memang miliki rasio solvabilitas layanan yang rendah 

dan bahkan dengan rasio solvabilitas layanan yang tinggi. 

6. Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

mampu menekan angka kemiskinan meskipun dengan kemandirian 

keuangan yang rendah yaitu sebanyak 58% diantaranya. Satu diantara 24 

daerah dengan kemandirian keuangan tinggi dengan tingkat kemiskinan 
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rendah adalah Kota Makassar, yang berarti mampu mengoptimalkan 

kemandirian keuangannga untuk membiayai program-program pengentasan 

kemiskinan. Sedangkan sisanya merupakan pemerintah daerah dengan 

kemandirian keuangan yang rendah diikuti tingkat kemiskinan yang tinggi. 

7. Hasil klasterisasi kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 5.1 

Matriks Klaster Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap 

Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Klaster Solvabilitas Anggaran Solvabilitas Layanan Kemandirian Keuangan 

1 Makassar Luwu Timur, Palopo,  

Bantaeng, Makassar, 

Soppeng, Barru, Pare-

Pare 

Makassar  

2 - Kep. Selayar - 

3 Jeneponto, Pangkajene 

Kep, Luwu Utara, 

Luwu, Enrekang, Kep. 

Selayar, Tana Toraja, 

Toraja Utara, Bone 

Jeneponto, Pangkajene 

Kep, Luwu Utara, Luwu, 

Toraja Utara, Tana 

Toraja, Enrekang, Bone 

Jeneponto, Pangkajene 

Kep, Luwu Utara, Luwu, 

Enrekang, Kep. Selayar, 

Tana Toraja, Toraja Utara, 

Bone 

4 Luwu Timur, Pare-Pare, 

Sidenreng Rappang, 

Wajo, Soppeng, 

Bulukumba, Gowa, 

Barru, Pinrang, 

Bantaeng, Sinjai, 

Takalar, Palopo, Maros 

Takalar, Sidenreng 

Rappang, Gowa, 

Bulukumba, Pinrang, 

Wajo, Sinjai, Maros 

Luwu Timur, Pare-Pare, 

Sidenreng Rappang, Wajo, 

Soppeng, Bulukumba, 

Gowa, Barru, Pinrang, 

Bantaeng, Sinjai, Takalar, 

Palopo, Maros 

Sumber: Kalkulasi Penulis dengan Ms. Excel 

 

B. Keterbatasan 

Hasil dari penelitian ini sebagaimana hanya dilakukan pada daerah 

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan maka dari itu tidak dapat dijadikan gambaran 
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umum maupun sebagai perbandingan bagi daerah lain. Sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diambil dari website 

pemerintah yang beberapa di antaranya memerlukan akses khusus, sehingga 

terdapat data yang angkanya telah konversi kedalam satuan nominal yang 

dibutuhkan.  

Peneliti tidak terjun langsung ke daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 

sehingga menyebabkan kurangnya infornasi dari pemerintah daerah mengenai 

kendala yang terjadi pada setiap daerah. Sehubungan dengan adanya beberapa 

daerah dengan tingkat rasio keuangan yang baik namun belum mampu menekan 

angka kemiskinan di daerah masing-masing. Kurangnya sumber teori pendukung 

menurut para ahli akibat keterbatasan penulis juga menjadi kekurangan dalam 

penelitian ini, maka dengan mengandalkan jurnal dan penelitian sebelumnya 

penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini dengan 

baik. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini maka 

penelitian selanjutkan diharapkan dapat melakukan penelitian pada daerah 

kabupaten/kota lain di Indonesia guna memperkaya referensi mengenai penelitian 

serupa. Daerah lain yang dimaksudkan adalah kabupaten/kota yang ada diluar 

provinsi Sulawesi Selatan. 

Saran selanjutnya untuk penelitian setelah ini diharapkan dapat mengakses data 

yang lebih lengkap dan tidak hanya bergantung pada data yang terdapat di website 
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sehingga perhitungan dapat dilakukan menggunakan angka asli tanpa harus 

dikonversi. Saran berikutnya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah yang bersangkutan bila mana 

terdapat rasio keuangan yang baik namun belum mampu mengentaskan kemiskinan 

di daerahnya. 
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